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BPK Diminta Audit BPKH
Jakarta, Singgalang

Wakil Ketua MPR RI, Hi-
dayat Nur Wahid (HNW)
menyarankan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK)
mengaudit dana haji yang
dikelola BPKI{. Hal itu me-
nurutnya dapat menjawab
polemik soal aiokasi dana
haii untuk membiayai ke-
pentingan lain.

Menurut Hidayat, sekali-
pun BPKH sudah menyata-
kan bahwa dana jemaah
calon haji aman, tapi BPKH,
BPK dan pemerintah tidak
bisa mengabaikan adanya
kecurigaan masyarakat
atas penggunaan dana haji
tersebut. Terlebih setelah
pernerintah kembali me-

Hidayat Nur Wahid

mutuskan untuk memba-
talkan pemberangkatan
jamaah haji tahun 2021.

"Ini harus segera dija-
wab, secara transparan
dan profesional, agar tidak
menimbulkan fitnah dan
keresahan masyarakat

yang akan makin rnenim-
bulkan tidak percayanya
Rakyat kepada Negara dan
institusi lembaga Negara,"
ungkap Hidayat dalam ke-
terangannya, Rabu (9/6).

Wakil Ketua Maielis Syu-
ro Partai Keadilan Sejah-
tera (PKS) ini menilai sa-
ngat penting bagi BPK un-
tuk melaksanakan tugas
konstitusionalnya sebagai-
mana diatur dalam UU no
34 tahun 201,4, pasal 52
ayat 6, secara transparan
dan profesional. Dengan
begitu, kata Hidayat, kecu-
rigaan yang ada di masya-
rakat saat ini dapat segera
terjawab dengan benar dan

Bersdmbung ke Hlm A-7

BPK Diminta ...
jelas.

'Amanat undang-gndang tersebut
harus dilakukan secaraibaik, agar ke-
percayadn masyarakat kepada negara
dan lembaga-lembaga negara, seperti
BPKH tetap terjaga. Dan mereka bisa
diyakinkan bahwa dana haji rnereka
aman dan tetap bisa pada waktrinya
na-nti dipergunakan untuk biaya haji,"
sebut Hidayat dikutip detikcom.

HN\4I menyebut pembatalan pembe.
rangkatan jemaah calon'haji Indonesia
pada tahun 2021 menimbulkan kecuri-
gaan di kalangan masyarakat terkait
ketersediaan dana haji yang dikelola

BPKH untuk pembiayaan haji tahun
2021. Oleh sebab itu, ia mendcrongg
agar BPK segera melakukan audit agal:
masyarakat tak lagi bertanya-tanya.
I'Apabila, dana kemanusiaan uutuk

Palestina saja ada yaltg mcwacariakau
untuk diaudit, tentu tuntutan audit dana
haji socara profesional dan transparan
ini wajar saja bila ada yang usulkar
untuk dilakukan diaudit" {Jntuk rncng-
hindari fitnah, dan untuk kebaiki*
BPKH, dan ketenteraman.iemaah calon
haji, audit oleh lembaga yairg berk*
wenangan yaitu BPK, dan bila dimung
kinkan dikuatkan juga oleh auditoi
independen, perhr bisa disepakati da;r
dilakukan," ulas Hidayat. e)'


